ABSTRAK
Seiring dengan terbukanya perekonomian Indonesia yang telah masuk dalam sistem perdagangan dunia yang bebas dan terbuka dalam rangka WTO, APEC dan khususnya AFTA, maka pengelolaan ekonomi dan keuangan berangsur-angsur diserahkan pada ekonomi pasar. Ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di dunia saat ini telah pula memberikan dampak perubahan perilaku manusia, baik secara sosial, pendidikan, informasi, dan transaksi perdagangan. Salah satunya dengan perkembangan dan kemajuan telekomunikasi telah mendorong kemajuan di bidang teknologi informasi. Penggunaan telepon yang semakin luas dalam kegiatan bisnis, industri dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Dimana kegiatan-kegiatan diatas pada awalnya dimonopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan yang tidak memerlukan kegiatan fisik. Tesis ini ditujukan untuk Untuk mengakaji dan meneliti akibat hukum, perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam pelaksanaan transaksi pada lembaga jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analitis yaitu menggambarkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen lembaga jasa keuangan atas pelanggaran dalam transaksi melalui telepon dikaitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menguji data berdasarkan data sekunder, berupa studi kapustakaan serta yang didukung dengan studi lapangan yakni pemeriksaan dokumen dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan telah dimuatnya aturan-aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku maka seluruh ketentuan termasuk hak dan kewajiban yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat tercipta adanya suatu kepastian dan ketaatan hukum, perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga jasa keuangan dalam transaksi melalui telepon telah ditegaskan dan tercantum pula mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sebagaimana pada Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Serta didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana jelas dan tegas diatur pada Pasal 16, 17, 18 dan Pasal 19, dan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana tercermin pada Pasal 45, serta dapat dilakukan atas pengaduan dengan dugaan indikasi pelanggaran akan diteruskan Direktorat Pengawasan Konsumen (DPKS) kepada satuan kerja pengawasan terkait dan tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui proses fasilitasi oleh DPKS, sebagaimana tercantum pada Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013.
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ABSTRACT

Along with the opening of the Indonesian economy which has entered into the world trade system that is free and open within the framework of the WTO, APEC and particularly AFTA, the economic and financial management gradually handed over to the market economy. Coupled with the development of science and technology so fast in today's world has also impacted human behavior change, whether social, educational, information, and trade transactions. One is the development and progress of telecommunications has driven advances in information technology. The increasingly widespread use of the telephone in business, industry and households has changed the outlook of man. Where the above activities initially monopolized by physical activity now shifted to activities that do not require physical activity. This thesis aimed to study the effects mengakaji and legal, legal protection and legal remedies do consumers in transactions in financial institutions conducted by telephone linked to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Financial Services Authority Jo Regulation Number. 1 /POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services Sector.

This study was a descriptive analytical study that illustrates the efforts of legal protection for consumers of financial services institutions for violation of the transaction over the phone linked Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection Jo Regulation Financial Services Authority No. 1 /POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services sector, using normative juridical approach that examines and test data based on secondary data, such as Library studies and field studies supported by the examination of documents and interviews.

The conclusion from this study is that to have the publishing rules in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection Jo Regulation Financial Services Authority No. 1 /POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services Sector in accordance with the applicable legal principles then all provisions including the rights and obligations that have been set must be implemented both by businesses and consumers, so as to create the existence of a certainty and legal compliance, legal protection of consumers of financial services institutions in the transaction over the phone has been confirmed and is also listed on the rights and obligations of consumers and businesses, as in Article 4, 5, 6, 7, and 8 of Law No. 8 of 1999 on consumer protection. And based on the Regulation of Financial Services Authority No. 1 /POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services Sector, as clearly and expressly stipulated in Article 16, 17, 18 and Article 19, and that any aggrieved consumer can sue businesses through institution in charge of resolving disputes between consumers and businesses or through the courts located in the general court, as reflected in Article 45, and can be done on a complaint by the alleged infringement will be forwarded indication Directorate of consumers (DSWD) to the unit-related supervision and not solution can be pursued through a process facilitated by the DSWD, as stated in article 40 and article 41 of the Financial Services Authority Regulation No. 1 /POJK.07/2013.
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